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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota 

Denpasar oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

TMP A Denpasar dimulai dari pengumpulan informasi dan intelijen, 

analisis risiko dan penentuan target operasi, pelaksanaan 

pengawasan lapangan, penindakan, proses penegakan hukum, serta 

evaluasi dan pelaporan. Pengawasan tersebut mencakup upaya 

preventif melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat serta upaya 

represif melalui operasi pasar, patroli, dan penyitaan rokok ilegal 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Cukai. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai TMP A Denpasar dalam melaksanakan pengawasan 

peredaran rokok ilegal, antara lain luasnya wilayah kerja yang 

mencakup 8 Kabupaten dan 1 Kota, keterbatasan sumber daya 

manusia dan sarana pendukung, berkembangnya modus peredaran 

rokok ilegal melalui jasa pengiriman dan perdagangan daring, serta 

rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan 
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cukai, sehingga pengawasan belum sepenuhnya optimal di Kota 

Denpasar. 

3. Upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai TMP A Denpasar untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan 

melalui optimalisasi teknologi pengawasan digital, penguatan 

sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, 

peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, serta 

pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) guna 

mendukung terciptanya sistem pengawasan yang lebih efektif dan 

berkelanjutan di Kota Denpasar. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar 

disarankan untuk terus memperkuat mekanisme pengawasan 

melalui peningkatan analisis intelijen dan manajemen risiko agar 

pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kota Denpasar dapat 

dilakukan secara lebih terarah, responsif, dan tepat sasaran. 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta 

sarana pendukung pengawasan perlu terus diupayakan oleh Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Denpasar disertai 

penguatan koordinasi lintas instansi dengan pemerintah daerah dan 
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aparat penegak hukum, khususnya dalam pengawasan wilayah 

rawan dan jalur distribusi nonkonvensional seperti jasa pengiriman 

dan perdagangan daring. 

3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP A Denpasar 

perlu untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi dan edukasi hukum 

kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai ketentuan cukai dan 

dampak peredaran rokok ilegal, dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) serta 

mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. 
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